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TEMUAN BPK RI

Dana Covid-19 di
Gorontalo Bermasalah?

GORONTALO (RAGORO) -
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI, Perwakilan Provinsi Gorontalo,
mengeluarkan sejumlah rekomen-
dasi kepada seluruh pemerintah
dacrah se-Provinsi Gorontalo,
terkait dengan temuan penanganan
Covid-19 di Gorontalo.

Untuk itu, BPK memberikan
tenggat waktu selama 60 hari ke
depan untuk menindaklanjuti se-
jumlah temuan tersebut sesuai pasal
20 ayat (3) undang-undang nomor
15 tahun 2004 tentang pemeriksaan
pengelolaan keuangan dan tang-

gung jawab keuangan ne-
gara. &€asesuai Laporan
Hasil Pemeriksaan Keuan-
gan (BPK) semester 11
tahun 2020, ada scjumlah
temuan, antara lain, penye-
diaan jejaring laboratorium
dalam rangka penemuan
kasus Covid-19 dan
pengambilan serta pengini-
man spesimen, yang di-
lakukan olch pemenintah
Provinsi Gorontalo, Kota
Gorontalo dan Kabupaten
Gorontalo belum
memadai 4€ | ujar Kepala
BPK RI Perwakilan
Gorontalo, Dwi Sabardiana
dalam sambutannya, saat
penyerahan laporan hasil
pemeriksaan semester I1

2020, yang berlangsung di
Auditorium Kantor perwak-
ilan BPK RI di Gorontalo,
Jumat, kemarin. Temuan
lainnya kata Dwi Sabar-
diana adalah Pemprov dan
pemerintah kota dan kabu-
paten Gorontalo belum se-
cara aktif dan memadai
mengendalikan pendemi
Covid-18, serta belum
menggunakan managemen
klinis dalam menngenda-
likan pendemi covid. Yang
disoroti BPK juga adalah
penerbitan regulasi terkait
penerapan disiplin protokol
keschatan yang dilakukan
pemprov dan belum di
dukung petunjuk pelak-
sanaan yang jelas. #€ape-
merintah Kota dan
kabupaten Gorontalo belun
memanfaatkan promosi pro-
tokol keschatan dalam
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rangka upaya pencegahan
Covid-19 akibatnya belum
semua masyarakat mema-
haminya," kata Dwi Sabar-
diana lagi.

Enam poin, temuan lain-
nya adalah rasionalisasi be-
lanja dacrah untuk
penanganan Covid-19
belum sepenuhnya sesuai
ketentuan serta sebagian
hasil refocusing dan
relokasi angaran di-
alokasikan untuk belanja
yang tidak berkaitan dengan
penanganan Covid-19. Pen-
gadaan bahan kebutuhan
pokok pada kegiatan pasar
kebutuhan pokok bersubsidi
tahun 2020 yang dilak-
sanakan dinas Koperasi
UMKM perindustrian dan
perdagangan belum sesuai
kentuan. Verifikasi dan vali-
dasi data penerima serta

Diambil dari: Harian Rakyat Gorontalo, Sabtu 19 Desember 2020

pengelolaan bantuan lang-
sung pangan dacrah atau
BLPD belum memadai.
Serta rasionalisasi belanja
dacrah untuk penangan
Covid tidak sesuai keten-
tuan. Selain itu ditemukan
realisasi belanja modal alat
keschatan di RSUD Toto
Kabila yang termasuk
dalam program refocusing
dan realokasi anggaran
untuk penangan Covid-19
belum maksimal untuk
penangan Covid-19. Selain
itu pengelolaan keuangan
LHP hasil pemeriksaan se-
mester Il Tahun 2020 olch
BPK Rl discrahkan lang-
sung kepada Pemerintah
Provinsi Gorontalo, Kota
Gorontalo, Kabupaten
Gorontalo, Kabupaten Bone
Bolango, Pohuwato.
(riel/rg)



